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Abstrak 
Digitalisasi informasi adalah proses mengubah berbagai informasi, kabar, atau berita dari 
format analog menjadi format digital sehingga lebih mudah untuk diproduksi, disimpan, 
dikelola, dan didistribusikan.  Pelayanan pengadilan telah dirintis sejak dikeluarkannya cetak 
biru pembaruan peradilan 2010-2035. Proses  digitalisasi  layanan  pengadilan  dimulai  pada  
administrasi dokumen yaitu dengan aplikasi SIPP yang kemudian meluas pada pemrosesan 
perkara dari pendaftaran hingga diterbitkannya putusan yang memiliki kekuatan hukum. 
Peradilan elektronik dimana semua proses terkait perkara dapat dilayani pada aplikasi e-court 
dan e-litigasi. Aplikasi-aplikasi di pengadilan dapat terus berkembang seiring dengan 
tuntutan kebutuhan masyarakat pencari keadilan 
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PENDAHULUAN 
Sebelum era digital/elektronik muncul, cara penjual dan pembeli 
mengadakan suatu transaksi bisnis yaitu dengan sistem “bertemu langsung” (face to 
face). Cara ini masih banyak dilakukan dan dianggap sebagai bisnis yang sebenarnya 
karena dilakukan secara tunai atau dapat disebut juga Cash On Delivery (COD), 
karena selain menjamin rasa aman untuk pembayaran, pembeli dapat melihat dan 
meneliti kualitas barang yang akan diperjualbelikan.  
Permasalahan terjadi ketika barang tersebut berupa benda yang besar; benda 
mati yang tidak dapat dipindahkan atau barang yang jumlah dan pembayarannya 
besar; antara penjual dan pembeli berada di tempat yang berlainan bahkan di negara 
berbeda; hal ini menimbulkan permasalahan untuk melakukan transaksi cash and 
carrydan tidak mungkin dilakukan di tempat yang sama.  
Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi ditandai antara lain 
dengan maraknya penggunaan sarana teknologi interconnected network atau internet. 
Ketika dunia komunikasi berkembang yang kemudian disertai dengan hadirnya 
internet, maka dapat dilihat dampak yang luar biasa akan kehadiran internet 
tersebut, jarak dan waktu seolah bukan lagi menjadi penghalang untuk 
berkomunikasi dan melakukan aktivitas-aktivitas percakapan, bisnis dan lain 
sebagainya. Melalui media elektronik, masyarakat memasuki dunia maya yang 
bersifat abstrak, universal, lepas dari keadaan, tempat dan waktu.1 
Hal ini berpengaruh pula pada perbuatan hukum yang tidak lagi dilakukan 
secara konkret, kontan, dan komunal.2 Dalam sektor bisnis misalnya, pemanfaatan 
sistem informasi akan membantu dan meningkatkan kinerja.3 Penggunaan sistem 
dan alat elektronik telah menciptakan suatu cara pandang baru dalam menyikapi 
perkembangan teknologi yaitu perubahan paradigma dari paper based menjadi 
electronic based. Pada perkembangannya, electronic based semakin diakui 
keefisienannya, baik dalam hal pembuatan, pengolahan, maupun dalam bentuk 
penyimpanannya.4 
Globalisasi di bidang telematika bersifat radikal dan seakan memaksa 
masyarakat untuk selalu up to date.5 Pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan 
yang berbasis elektronik, seperti transaksi bisnis melalui telephone, handphone/ 
smartphone, mesinfaximile, mobile. 
 
                                                             
1 Man S. Sastrawidjaja, Bunga Rampai Hukum Dagang, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2005.  hlm. 171 
2 Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Penafsiran dan Konstruksi Hukum, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 
2000,  hlm 55.  
3 Rini Handayani, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Pemanfaatan Sistem Informasi 
dan Penggunaan Sistem Informasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek). Jurnal Akuntansi 
dan Keuangan, Vol. 9 No. 2. Bulan November 2007, hlm. 83. 
4 Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika, Cetakan I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005,  
hlm. 4. 
5 Muhammad Tholhah Hasan, Prospek Islam Menghadapi Tantangan Zaman, Lantabora Press, Jakarta, 
2003,  hlm. 2. 
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banking, internet banking, e-commerce ,dan lain sebagainya ternyata belum 
diikuti dengan perkembangan hukum yang dapat mengikuti percepatan kemajuan 
teknologi komunikasi dan informasi.  
Sering kita dengar adagium bahwa hukum selalu tertinggal dengan 
perkembangan masyarakat, akan tetapi, dalam teori hukum dikenal “hukum sebagai 
alat pembaharuan sosial” (law as a tool of social engineering), hukum harus dapat 
digunakan untuk memberikan jalan terhadap perkembangan yang terjadi di 
masyarakat, terutama perkembangan-perkembangan di bidang teknologi.  
Hukum seharusnya berfungsi sebagai sarana pembaruan (pembangunan) 
masyarakat, hukum harus berkembang pula seiring dengan lajunya 
pembangunan/perkembangan di segala bidang kehidupan.  
Era 4.0 saat ini yang menuntut perubahan dalam waktu yang begitu cepat, 
memberikan dampak pada perkembangan pelayanan publik di pengadilan.  
Tantangan perubahan tersebut dijawab oleh lembaga peradilan melalui inovasi-
inovasi layanan pengadilan baik dalam hal kebijakan maupun program kerja.  
Tujuan dari inovasi tersebut adalah mewujudkan proses peradilan yang 
sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana disebutkan pada pasal 2 ayat 4 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Era 4.0 tidak 
hanya menuntut kecepatan akan perubahan terhadap kebutuhan masyarakat dalam 
hal peradilan tetapi juga tentang transparansi dan keterbukaan informasi pada 
lembaga peradilan. Mahkamah Agung telah lama mengeluarkan Surat Keputusan 
Ketua MA RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/ 2007 Tahun 2007 Tentang Keterbukaan 
Informasi di Pengadilan yang bertujuan untuk menjamin transparansi informasi dan 
akuntabilitas penyelenggaraan peradilan. 
Keseriusan Mahkamah Agung dalam menerapkan transparansi layanan 
peradilan diwujudkan pula dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Mahkamah 
Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di 
pengadilan dan Surat Keputusan Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar 
Pelayanan Peradilan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik 
pengadilan. Kebijakan-kebijakan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengharuskan setiap kementerian/ 
lembaga untuk dapat mewujudkan lembaga pemerintahan yang akuntabel, 
transparan dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (good governance). 
Program Mahkamah Agung yang memberikan dampak besar pada perubahan 
kualitas layanan di pengadilan adalah melalui program Akreditasi Penjaminan Mutu 
(APM) pengadilan disertai dengan dukungan pemanfaatan teknologi. Penerapan 
teknologi digital pada layanan pengadilan dapat dilihat misalnya pada Sistem 
Informasi Penelusuran Perkara  (SIPP)  yang  fungsinya  untuk memudahkan 
masyarakat pencari keadilan  dalam  mengetahui  status  perkara  yang   sedang  
diajukan   sampai  mana prosesnya berjalan atau sudah selesai. 
Aplikasi SIPP merupakan salah satu contoh proses digitalisasi dari pencatatan 
informasi perkara secara manual dari tertulis menjadi bentuk data-data digital yang 
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dapat diakses  secara  daring  (online).  Pemanfaatan  teknologi  tersebut  kemudian  
semakin 
berkembang dengan munculnya berbagai aplikasi-aplikasi yang bertujuan 
untuk memberikan layanan pengadilan secara  lebih efektif dan efisien.  
Kemajuan teknologi tersebut tentunya harus ditunjang dengan SDM 
pengadilan yang kompeten dan menguasai berbagai aplikasi layanan tersebut, 
dukungan finansial dalam hal ketersediaan anggaran untuk pengembangan aplikasi 
maupun penyediaan sarana yang dibutuhkan. Pada tulisan ini akan dibahas tentang 
perkembangan layanan di pengadilan yang semula konvensional menjadi digital 
berbasis data elektronik. 
Perkembangan digitalisasi layanan pengadilan dilatarbelakangi oleh tuntutan 
kebutuhan masyarakat akan informasi peradilan agar dapat diperoleh secara cepat 
dan dalam waktu singkat. Tuntutan kecepatan informasi tersebut dapat diwujudkan 
dengan pemanfaatan teknologi digital.  
Penerapan teknologi dalam layanan pengadilan diawali dengan proses 
Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang wajib dilakukan oleh seluruh pengadilan  
di  Indonesia.  Setelah  proses  akreditasi,  kemudian  berkembang  dengan 
diterapkannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk memudahkan masyarakat 
dalam mendapat layanan dan informasi di pengadilan. Pada PTSP tersebut mencakup 
seluruh kegiatan baik administrasi secara umum maupun terkait informasi tentang 
prosedur hukum. 
Dinamika perkembangan  penerapan  teknologi  digital  pada layanan 
pengadilan yang meliputi: informasi perkara, proses sidang dan publikasi putusan 
hakim yang dapat meningkatkan transparansi proses peradilan hingga diperoleh 
putusan serta dapat mengurangi beban tunggakan perkara yang tidak selesai yang 





Informasi merupakan pesan atau message yang disampaikan oleh 
komunikator atau sender kepada komunikan atau receiver dengan tujuan untuk 
menyamakan persepsi dan mengubah pola pikir seseorang. Dalam memproduksi, 
mengolah dan menyebarkan informasi, pada awalnya masyarakat menggunakan 
metode tatap muka sebagai sarana penyampaian informasi. Komunikasi yang 
sering terjadi dalam metode tatap muka ialah komunikasi interpersonal di mana 
seseorang berbicara kepada orang lain, atau seseorang berbicara dengan kelompok 
orang yang lain. Dalam komunikasi tatap muka, pesan yang digunakan bersifat 
analog karena penyampaian informasi menggunakan media alami berupa 
gelombang suara manusia yang bersifat analog. Pesan lain yang bersifat analog 
dalam komunikasi tatap muka ialah ekspresi wajah, intonasi dan nada, serta gerak 
tubuh yang ditampilkan secara refleks saat berbicara. Seiring dengan kemajuan 
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teknologi, media massa dan peralatan teknologi lainnya muncul sebagai pengganti 
metode tatap muka untuk memudahkan masyarakat dalam menyebarluaskan 
informasi. Dengan adanya media massa dan peralatan teknologi lainnya, maka 
proses penyebaran informasi menjadi berkembang dan berubah dari format analog 
menjadi format digital. Masyarakat tidak harus bertatap muka jika ingin 
menyampaikan informasi, tetapi dapat menggunakan peralatan lain sebagai media 
penghantar pesan.  
Masyarakat dapat menghemat waktu dan tenaga saat berkomunikasi karena 
sudah menggunakan alat telekomunikasi seperti telepon genggam dan komputer, 
karena media penghantar tersebut dapat menghantarkan informasi yang sudah 
mengalami digitalisasi atau yang disebut dengan informasi digital.6 
2. Teknologi Yang Digunakan 
Untuk dapat berkomunikasi dalam jarak yang jauh, masyarakat menggunakan 
berbagai media yang dapat membawa informasi digital, antara lain:  
a. Komputer yang merupakan hasil perkembangan teknologi dari mesin ketik adalah 
serangkaian sistem yang dapat melakukan digitalisasi informasi. Dengan adanya 
perangkat keras dan perangkat lunak, informasi yang masuk ke dalam komputer 
akan mengalami komputasi sehingga berubah menjadi format digital. Beberapa 
perangkat lunak yang dapat digunakan untuk digitalisasi informasi ialah software 
aplikasi pengolah presentasi atau Microsoft Power Point, software aplikasi pengolah 
kata atau Microsoft Word, dan software aplikasi pengolah angka atau Microsoft 
Excel. Dalam penggunaannya, ketiga software ini dapat mengubah informasi 
analog menjadi informasi digital. Ide atau pemikiran manusia yang bersifat analog 
dapat dituangkan kepada ketiga software tersebut, sehingga digitalisasi informasi 
dapat terjadi.  
Digitalisasi informasi dengan menggunakan komputer juga dapat didukung 
oleh peralatan tambahan seperti mesin pemindai atau scanner yang dapat 
menerjemahkan foto atau gambar di atas kertas yang bersifat analog, kemudian 
memasukkannya ke dalam sistem komputer dan mengubahnya menjadi gambar 
atau foto dengan format digital. Pendistribusian informasi digital dapat dilakukan 
melalui alat tambahan berupaflash disk atau dapat dilakukan secara langsung 
melalui intenet dengan menggunakan jaringan area lokal atau LAN maupun Wi-
Fi. 
 
b. Telepon genggam atau telepon seluluer, merupakan alat telekomunikasi pertama 
yang berkembang di dalam masyarakat. Bermula dari fitur sederhana melalui 
pertukaran suara, saat ini telepon genggam dapat menerima dan menghantarkan 
berbagai informasi digital seperti pesan teks, pesan suara, video, foto dan surat 
elektronik. Telepon genggam juga dapat melakukan digitalisasi informasi berupa 
foto, video dan pesan suara. Masyarakat dapat merekam berbagai suara atau 
mengambil gambar dan video dari kejadian yang sedang berlangsung di sekitar 
                                                             
6 https://id.wikipedia.org/wiki/Digitalisasi_ informasi/di akses tanggal 14 Juli 2020 
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mereka. Suara dan kejadian tersebut bersifat analog karena dapat dilihat dan 
dirasakan oleh pancaindra manusia. Kemudian telepon genggam memasukkan 
suara dan kejadian tersebut ke dalam kotak penyimpanan atau storage, kemudian 
terjadi digitalisasi informasi di dalam telepon genggam tersebut. Selanjutnya 
rekaman suara dan rekaman kejadian yang sudah menjadi informasi digital 
tersebut dapat didistribusikan ke telepon genggam lainnya dalam format digital. 
Pendistribusian informasi digital dapat dilakukan secara langsung kepada telepon 
genggam yang lainnya dengan menggunakan bluetooth atau "infrared", atau 
menggunakan peralatan tambahan seperti card reader yang dapat menerjemahkan 
isi memory card untuk kemudian mengirimkannya kepada sumber yang lain seperti 
komputer atau telepon genggam yang lainnya. Pengiriman informasi digital juga 
dapat melalui jaringan internet yang tersedia di dalam telepon genggam. Generasi 
Ketiga atau 3G memiliki kecepatan 'broadband sebesar 1-3 juta bit per detik, dan 
Generasi Keempat atau 4G memiliki kecepatan broadband sebesar 100 juta bit per 
detik [4]. Dengan kapasitas yang sangat besar, maka proses pengunduhan dan 
proses pengiriman akan lebih cepat. 
3. Penyelesaian Perkara di Pengadilan 
Litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga 
memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk 
mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. 
Sedangkan Jalur litigasi adalah 
penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. 7 
Umumnya, pelaksanaan gugatan disebut litigasi. Gugatan adalah suatu tindakan 
sipil yang dibawa di pengadilan hukum di mana penggugat, pihak yang mengklaim 
telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa, menuntut upaya 
hukum atau adil. Terdakwa diperlukan untuk menanggapi keluhan penggugat. Jika 
penggugat berhasil, penilaian akan diberikan dalam mendukung penggugat, dan 
berbagai perintah pengadilan mungkin dikeluarkan untuk menegakkan hak, 
kerusakan penghargaan, atau memberlakukan perintah sementara atau permanen 
untuk mencegah atau memaksa tindakan. Orang yang memiliki kecenderungan untuk 
litigasi daripada mencari solusi non-yudisial yang disebut sadar hukum. 
Mahkamah   Agung   telah   memiliki   kebijakan   terkait   dengan   jenis   
layanan pengadilan yang dapat diberikan kepada masyarakat. Kebijakan tersebut 
tertuang dalam Surat Keputusan Ketua MA RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 
tentang Standar Pelayanan Peradilan.  
Adapun jenis-jenis layanan yang diberikan oleh pengadilan pada empat 
lingkungan peradilan dapat dijelaskan sebagai berikut:  
a Layanan Peradilan Umum 
Pengadilan  yang  melayani  perkara-perkara  pada  ranah  lingkungan  
peradilan umum disebut dengan pengadilan negeri. Pada pengadilan negeri yang 
menjadi standar layanannya meliputi: 
                                                             
7 https://komisiinformasi.bantenprov.go.id/ read/arsip-artikel/86/Perbedaan-Litigasi-Dan-Non-
Litigasi.html#.Xw1S4BixXDc/diakses tanggal 14 Juli 2020 
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1.  Perkara perdata, mulai dari layanan permohonan, gugatan, mediasi, upaya 
hukum (banding, kasasi dan peninjauan kembali), hingga eksekusi.  
2. Perkara pidana, mencakup persidangan, pengajuan penangguhan atau 
pengalihan tahanan, pelayanan tindak pidana ringan, upaya hukum (banding, 
kasasi, peninjauan kembali) dan proses grasi. 
b.  Layanan Peradilan Agama 
Peradilan agama dalam hal ini adalah pengadilan agama memiliki standar 
layanan  dalam  hal  pelayanan  permohonan, gugatan,  persidangan,  
mediasi,  sidang keliling, itsbat rukyatul hilal, dan upaya hukum (banding, 
kasasi, peninjauan kembali). 
c.  Layanan Peradilan Militer 
Peradilan  militer  dalam  hal  ini  adalah  pengadilan  militer  memiliki  
standar layanan dalam hal persidangan, penangguhan penahanan, sidang 
pelanggaran lalu lintas dan administrasi tingkat banding, kasasi, peninjauan 
kembali, dan grasi. 
d. Layanan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) 
Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) dalam hal ini adalah pengadilan 
TUN memiliki standar layanan dalam hal pelayanan gugatan, persidangan, dan 
upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali). Peningkatan kualitas   
pemberian   layanan   pengadilan   terhadap   masyarakat tersebut kemudian 
ditingkatkan dengan diterapkannya PTSP.  
Layanan utama pada PTSP pengadilan adalah administrasi umum dan 
proses perkara. Pada tiap lingkungan peradilan memiliki pembagian tugas PTSP 
yang berbeda dengan tidak meninggalkan layanan utama pada setiap PTSP 
pengadilan. Perkembangan PTSP semakin maju lagi dengan diterapkannya 
teknologi  untuk  meningkatkan  kualitas  layanan  pada  masyarakat. 
 Contohnya  adalah : Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan 
Umum Mahkamah Agung RI Nomor: 77/DJU/SK/HMO2.3/ 2/2018 tentang  
Pedoman  Standar  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (PTSP) Pada Pengadilan 
Tinggi dan Pengadilan Negeri. 
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah 
Agung RI Nomor : 1403.b/DJA /SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama, Surat 
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara 
Mahkamah  Agung  RI  Nomor:  460/DJMT/KEP/ 8/2018  tentang  Pedoman  
Standar  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  Pada  Pengadilan  Militer  
Utama,  Pengadilan  Militer  Tinggi  dan Pengadilan Militer. Surat Keputusan 
Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI 
Nomor: 462/DJMT/ KEP/8/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan 
Pengadilan Tata Usaha Negara dengan diterapkannya sistem  antrean agar 
proses pemberian layanan dapat berjalan dengan tertib. Kemudian, adanya 
aplikasi E-SKUM untuk membantu penghitungan biaya panjar perkara agar 
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informasi pembiayaan proses perkara dapat lebih transparan dan tidak ada lagi 
pungutan liar di luar biaya proses perkara yang resmi di pengadilan. 
 
METODE PENELITIAN 
Jenis  penelitian  ini  bersifat  deskriptif,  maka  penelitian  ini  diharapkan dapat 
menjelaskan fenomena yang ada, terutama yang berkaitan dengan Digitalisasi 
Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara. 
 
HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN 
 
A. Digitalisasi Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara 
Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara yang menaungi empat 
lingkungan  peradilan  telah  lama mengeluarkan  kebijakan  untuk  mewujudkan  
layanan peradilan yang transparan dan akuntabel. Kebijakan tersebut dijelaskan 
pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 untuk melakukan perbaikan pada 
aspek substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pelayanan 
administratif proses peradilan secara adil.  
Inovasi-inovasi kebijakan Mahkamah Agung terhadap layanan pengadilan 
terus berkembang hingga pada tahun 2016 mulai diterapkannya program 
Akreditasi Penjamin Mutu (APM) bagi seluruh pengadilan di Indonesia. Hasil dari 
APM, setelah dinilai banyak pengadilan yang sudah mendapat nilai akreditasi B 
hingga A excellent. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa stakeholder pengadilan 
telah memiliki komitmen dalam meningkatkan kualitas  pemberian layanan 
hukum kepada masyarakat. Keunggulan dari APM ini adalah berbeda dengan 
sertifikasi ISO yang menilai proses manajerial lembaga secara umum, tapi pada 
APM memiliki kelebihan pada pengendalian mutu pengadilan melalui proses 
pengawasan dan pembinaan oleh pengadilan tinggi di setiap provinsi.8 
Inovasi pelayanan pengadilan tidak berhenti hanya pada proses akreditasi 
pengelolaan dan pelayanan pengadilan, tetapi terus berkembang dengan 
diadopsinya penerapan PTSP. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) awalnya 
merupakan kebijakan yang diterapkan pada kantor-kantor perijinan yang bertujuan 
untuk memangkas prosedur birokrasi agar proses perijinan dapat dilaksanakan 
dengan lebih cepat. Melihat besarnya manfaat dari PTSP ini kemudian Mahkamah 
Agung mulai menerapkannya pada tahun 2018  untuk seluruh  pengadilan.   
Fungsi dari PTSP  ini mencakup proses  administrasi kesekretariatan  serta  
proses  peradilan  dari  pendaftaran  perkara,  persidangan  hingga dihasilkannya 
putusan. Setelah diterapkannya PTSP memberikan dampak yang sangat besar 
dalam hal ketertiban dan kelancaran proses pemberian layanan pengadilan. 
                                                             
8 Syahr, Z. H. A. Evaluation the Implementation of Court Quality Accreditation, 2019, hlm. 49 
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Masyarakat pencari keadilan tidak lagi kesulitan dalam mendapatkan informasi 
karena telah  ada  petugas  PTSP  yang  siap  untuk  membantu.  Selain  itu,  proses  
pemberian layanan juga berjalan dengan tertib karena sudah ada nomor antrean 
per meja layanan yang akan dituju. 
Seiring  berjalannya  APM  dan  PTSP  dengan  optimal  di  pengadilan,  
maka Mahkamah Agung berupaya kembali untuk menghasilkan inovasi berbasis 
teknologi untuk mendukung kinerja pelayanan yang efektif, efisien, informatif dan 
transparan. Aplikasi fundamental  yang  telah  dikeluarkan  adalah   e-court  dan  
e-litigasi  untuk  semakin memudahkan masyarakat dalam berproses di pengadilan 
sehingga tidak lagi terkendala jarak dan waktu karena bisa dilakukan kapan dan 
dimana saja.  
Aplikasi e-court mulai diterapkan pada tahun 2018 berdasarkan Peraturan 
Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di 
Pengadilan Secara Elektronik, dilanjutkan dengan penerapan  e-litigasi  pada  tahun  
2019  berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI Nomor  1  Tahun  2019  
tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan secara elektronik. 
Kedua aplikasi ini tidaklah jauh berbeda, apabila e-court lebih fokus pada layanan 
administrasi perkara sedangkan e-litigasi fokus pada persidangan.  
Aplikasi e-litigasi ini sendiri merupakan penyempurnaan e-court secara 
menyeluruh, dimana fungsinya   tidak   hanya   terbatas   dalam   administrasi   
perkara   tetapi   juga   hingga persidangan.  Konsekuensi  dari  diterapkannya  
teknologi  dalam  layanan  peradilan  ini adalah stakeholder pengadilan harus 
memiliki SDM yang mampu beradaptasi dan menguasai aplikasi-aplikasi peradilan 
tersebut, sehingga tidak hanya mampu menggunakan tetapi juga mampu 
memperbaiki apabila terhadi kesalahan sistem  dan mampu memberikan 
informasi kepada masyarakat terkait penggunaan  e-court dan e- litigasi. Berikut 













Gambar di atas memperlihatkan Perubahan besar pada pelayanan pengadilan 
terjadi pada tahun 2014 dengan diterapkannya Sistem Informasi Penelusuran 
Perkara (SIPP) di seluruh pengadilan. Kemudian dilanjutkan dengan kebijakan 
APM untuk menjamin  standar  mutu  pelayanan  pengadilan.   
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Setelah  mutu  layanan  pengadilan terjamin, maka dilaksanakanlah 
kebijakan  PTSP untuk mendukung terwujudnya  good governance  lembaga 
pemerintah yang bebas KKN, transparan dan akuntabel  hingga berkembang 
menjadi virtual PTSP untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi 
di pengadilan. Tidak berhenti disitu saja, Mahkamah Agung senantiasa berinovasi 
dan mengikuti perkembangan di era globalisasi dimana teknologi sangat 
diperlukan untuk membantu mempercepat selesainya suatu pekerjaan. Hal 
tersebut diwujudkan  dengan   diterapkannya   e-court  dan  e-litigasi  sebagai  
wujud  peradilan elektronik di Indonesia. Tujuan dari setiap kebijakan tersebut 
adalah untuk melaksanakan cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035 untuk 
mewujudkan visi Mahkamah Agung dalam membentuk badan peradilan yang 
agung. 
Perkembangan   aplikasi   yang   telah   diterapkan   Mahkamah   Agung   
untuk mempermudah proses peradilan di pengadilan beberapa diantaranya adalah: 
a. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 
Tujuan dari diterapkannya aplikasi SIPP di seluruh pengadilan untuk 
memudahkan penelusuran administrasi perkara hingga diperoleh informasi yang 
lengkap terkait   data   perkara,   meningkatkan   manajemen   alur   perkara,   serta   
mengurangi penundaan dan tunggakan perkara. Selain itu, SIPP secara tidak 
langsung dapat meningkatkan kinerja hakim  dan pegawai pengadilan9 karena  
sejauhmana  berjalannya  proses  perkara  yang  masuk  di  pengadilan  dapat 
dimonitor dari SIPP. Masyarakat pencari keadilan dapat memantau proses perkara 
di pengadilan dengan menggunakan SIPP yang dapat diakses secara daring di laman 
resmi pengadilan tempat didaftarkannya perkara. Terwujudnya keterbukaan 
informasi akan riwayat perkara ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap 
lembaga peradilan dalam memberikan putusan perkara. 
b.  E-Court 
E-court merupakan aplikasi yang terintegrasi dengan SIPP yang dapat 
digunakan untuk beberapa layanan yaitu: 1) memproses pendaftaran secara 
elektronik (e- filling), 2) pembayaran taksiran biaya perkara (e-SKUM), 3) panggilan 
sidang elektronik (e-summon), pemberitahuan dan pengiriman putusan secara 
elektronik. Layanan pengadilan yang mulai berkembang secara elektronik tersebut 
bukanlah hal yang baru dalam bidang hukum dan peradilan, karena seperti 
Malaysia, Singapura, India, Australia dan Amerika sudah menerapkannya jauh 
lebih dahulu sebelum Indonesia.10  
Oleh  sebab  itu,  penerapan  e-court  di  peradilan  Indonesia  masih  perlu  
dibenahi  dan ditingkatkan   fungsi   layanannya.   Hal   tersebut   dapat   dilakukan   
dengan   dukungan penguatan infrastruktur seperti peningkatan kecepatan server, 
proteksi jaringan, dan peningkatan sistem operasi program yang digunakan. 
                                                             
9 Sholikhah, F., & Kumalaeni, D.  Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP): Jurnal Diplomatika, 
2017, hlm. 38–46. 
10 Atikah, I. Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses, 2018, hlm. 14 
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c.  E-Litigasi 
E-litigasi merupakan aplikasi yang terintegrasi dengan e-court dimana dalam 
aplikasi ini dapat memberikan layanan persidangan secara elektronik dalam perkara 
perdata kecuali dalam hal pembuktian. Keuntungan dari e-litigasi diantaranya: 1) 
jadwal sidang lebih pasti; 2) dokumen jawaban, replik, duplik hingga kesimpulan 
serta bukti tertulis dapat dikirim secara elektronik; 3) pemeriksaan saksi dan ahli 
dapat dilakukan dengan  teleconference;  4)  pembacaan putusan secara  elektronik  
tanpa  dihadiri para pihak; dan 5) salinan putusan dikirim secara elektronik yang 
memiliki kekuatan hukum yang sama dengan salinan fisik.  
Dengan demikian, para pencari keadilan tidak perlu lagi hadir di ruang sidang 
serta lebih efisien biaya karena tidak ada lagi biaya panggilan sidang. Perbedaan 
lainnya e-litigasi dengan e-court adalah pada penggunanya, untuk e- court hanya dapat 
digunakan oleh advokat yang terdaftar, sedangkan pada  e-litigasi dapat digunakan 
oleh jaksa, biro hukum, perorangan atau lembaga maupun kuasa insidentil. 
Ketiga aplikasi di atas SIPP, e-court dan e-litigasi merupakan aplikasi utama 
yang harus  ada  di  semua  pengadilan  dalam  hal  proses  perkara.  Selain  aplikasi  
tersebut, pengadilan  juga  bebas  berinovasi  dalam  menerapkan  aplikasi  lainnya  
yang  dapat meningkatkan kualitas layanan pengadilan. Misalnya pada Badan 
Peradilan Umum memiliki Aplikasi Layanan Perkara (SILAPER) yang diluncurkan 
oleh Pengadilan Tinggi, aplikasi e-raterang yaitu layanan permohonan surat 
keterangan secara elektronik, serta Media Informasi Sarana Layanan Asisten 
Digital (Miss Ling) sebagai bentuk layanan virtual PTSP di Pengadilan Negeri. 
Aplikasi-aplikasi peradilan yang dikembangkan pada tiap lingkungan 
peradilan diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat yang 
transparan dan bebas dari KKN. 
 Pada Badan Peradilan Agama (Badilag) tidak kalah berkembang seperti pada 
Badilum. Badilag memiliki tujuh aplikasi unggulan yaitu: 1) notifikasi perkara; 2) 
informasi perkara dan produk pengadilan; 3) antrean sidang; 4) verifikasi data 




Pelayanan pengadilan telah dirintis sejak dikeluarkannya cetak biru 
pembaruan peradilan 2010-2035. Proses  digitalisasi  layanan  pengadilan  dimulai  
pada  administrasi dokumen yaitu dengan aplikasi SIPP yang kemudian meluas pada 
pemrosesan perkara dari pendaftaran hingga diterbitkannya putusan yang memiliki 
kekuatan hukum. Peradilan elektronik dimana semua proses terkait perkara dapat 
                                                             
11 Tujuh Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag. Majalah Peradilan Agama, 2019. hlm. 43–49.  
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dilayani pada aplikasi e-court dan e-litigasi.  Aplikasi-aplikasi di pengadilan dapat 
terus berkembang seiring dengan tuntutan kebutuhan masyarakat pencari keadilan. 
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